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ABSTRACT 

PT Kereta Api Indonesia (Persero)'s efforts in asset optimization face various 

challenges including assets located in the Pare Ex-Emplacement, Kediri. In the 

Pare Ex-Emplacement official house complex, there are asset control problems that 

result in the non-optimization of BUMN in its asset utilization efforts. This study 

aims to determine the problematic control of PT KAI (Persero) assets in the Pare 

Ex-Emplacement Service House Complex and to find out how much potential loss 

of rental income that should be obtained by PT KAI due to asset control problems. 

The method used is a mixed method, namely descriptive method and rental 

valuation method based on market data. The results showed that the problem of 

asset control in the Pare Ex-Emplacement involved the community who occupied 

the assets as plaintiffs and the Kediri District Land Office and PT KAI (Persero) as 

defendants. The conflict was caused by an increase in rental rates in 2014 and the 

issuance of five right-to-use certificates that were considered legally flawed by the 

community. The dispute was handled at the Surabaya State Administrative Court, 

the Surabaya State Administrative High Court and the Supreme Court. At the 

Supreme Court level, the community's lawsuit was rejected because they were 

deemed not to have legal standing as tenants. Meanwhile, due to the problem of 

asset control, the total potential loss of annual rental income on assets in the official 

house complex is Rp.363,240,000, - (three hundred sixty-three million two hundred 

forty thousand rupiah). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan atau 

entitas bisnis yang dimiliki sepenuhnya atau mayoritas oleh negara. BUMN 

memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian nasional, 

khususnya sebagai pengelola berbagai aset milik negara. Aset-aset tersebut, 

baik berupa tanah, bangunan, infrastruktur, maupun investasi lainnya, perlu 

dikelola secara maksimal agar dapat memberikan nilai manfaat yang tinggi 

bagi negara dan masyarakat luas. Upaya untuk mengoptimalkan 

pemanfaatan aset BUMN menjadi sangat penting guna meningkatkan 

efisiensi serta produktivitas perusahaan, yang pada akhirnya turut 

menambah kontribusi terhadap pendapatan negara. Aset yang belum 

dimanfaatkan secara optimal dapat dialihkan untuk kegiatan yang lebih 

menguntungkan secara ekonomi. Sebagai salah satu BUMN, PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) juga menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola 

dan mengoptimalkan aset yang dimilikinya. Perusahaan ini bertanggung 

jawab atas penyelenggaraan layanan transportasi kereta api di Indonesia, 

baik untuk penumpang, barang, maupun pengelolaan properti terkait. Oleh 

karena itu, aset tanah milik PT KAI (Persero) dapat diklasifikasikan menjadi 

dua, yaitu tanah yang mendukung kegiatan operasional transportasi kereta 

api dan tanah yang digunakan untuk kegiatan di luar sektor transportasi 

tersebut. 

Secara historis, tanah yang dimiliki PT KAI (Persero) berasal dari 

warisan perusahaan kereta api pada zaman kolonialisme Belanda. Setelah 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 dan 41 Tahun 1959, aset tersebut dinasionalisasi dan 

dialihkan kepada Djawatan Kereta Api (DKA) (Aisyah, 2018). Sejak 

Indonesia merdeka pada tahun 1945, seluruh harta kekayaan yang 

sebelumnya dikuasai pemerintah Hindia Belanda secara hukum menjadi 

milik Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, semua aset Staats 
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Spoorwegen yang tercantum dalam peta tanah (grondkaart) secara otomatis 

menjadi milik Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) sejak 

lembaga tersebut resmi berdiri pada 28 September 1945. Selanjutnya, pada 

6 Januari 1950, dibentuklah Djawatan Kereta Api di bawah naungan 

Departemen Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum. Kemudian, 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963, Djawatan Kereta Api 

diubah statusnya menjadi Perusahaan Negara Kereta Api Indonesia 

(PNKA). Perubahan berikutnya terjadi pada tahun 1971 saat PNKA menjadi 

Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) sesuai Peraturan Pemerintah 

Nomor 61 Tahun 1971. Selanjutnya berganti menjadi Perusahaan Umum 

Kereta Api (PERUMKA), dan pada tahun 1998 ditetapkan menjadi PT 

Kereta Api (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

1998. 

Tanah sebagai aset milik PT KAI (Persero) berperan sangat penting 

dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan nilai 

tambah perusahaan (Waliyurrahman and Fitri, 2024). Aset berupa tanah dan 

bangunan yang dimiliki oleh PT KAI (Persero) termasuk dalam Barang 

Milik Negara (BMN). Dalam rangka meningkatkan transparansi dan 

efektivitas pemanfaatan BMN, Menteri Keuangan Republik Indonesia 

menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 115/PMK.06/2020. 

Peraturan ini mengatur mengenai mekanisme pemanfaatan BMN agar dapat 

memberikan nilai tambah bagi negara tanpa mengganggu fungsi utama aset 

tersebut.  

Pengelolaan  aset PT KAI (Persero) tidak terlepas dari permasalahan 

-permasalahan yang muncul. Salah satu permasalahannya yaitu tidak 

optimalnya pemanfaatan aset, seperti permasalahan di PT KAI (Persero) 

Daop 8 Surabaya pada penelitian (Novita, 2017b) bahwa belum optimalnya 

pemanfaatan aset khususnya pada rumah dinas yang telah lama ditempati 

orang yang tidak berhak tanpa adanya surat kontrak antara kedua belah 

pihak antara PT KAI (Persero sebagai pemilik tanah dan bangunan dengan 

penghuni rumah dinas. Selain itu, permasalahan aset PT KAI (Persero) 
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terkait permasalahan legalitas dan kepemilikan seperti kasus pada penelitian 

yang dilakukan oleh  (Putra, 2023) bahwa terjadinya tumpang tindih 

penguasaan tanah antara masyarakat, PT Sinar Kartasura, dan PT KAI 

(Persero). Sengketa antara ketiga belah pihak tersebut terjadi akibat PT 

Sinar Kartasura menelantarkan sebagian tanahnya dan PT KAI (Persero) 

tidak memanfaatkan lahannya selama puluhan tahun dan tidak ada 

bangunan maupun tanda batas yang menunjukkan bahwa lahan tersebut 

milik PT KAI (Persero) yang menyebabkan lahan tersebut dikelola oleh PT 

Sinar Kartasura. Dalam penyelesaian sengketa tentang legalitas 

kepemilikan tanah tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

melakukan penyelesaian dengan putusan pengadilan, melaksanakan 

redistribusi tanah, dan melakukan penataan akses.  

Permasalahan lain yang timbul pada aset PT KAI (Persero) yaitu 

perselisihan mengenai harga tarif sewa antara warga dan PT KAI (Persero) 

di Kelurahan Sumbang, Bojonegoro. PT KAI mengklaim tanah seluas 3,9 

hektare di Gang Depo, Akasia dan Sidoarum dengan alas hak berupa 

Sertipikat yang terbit tahun 1997. Sehingga masyarakat yang menempati 

tanah tersebut diwajibkan membayar sewa sesuai peraturan direksi KAI 

tahun 2016 sesuai jangka waktu lima tahun. Berdasarkan (Purwanto and 

Muhammad, 2023) bahwa terdapat perbedaan pendapat antara masyarakat 

dan PT KAI (Persero) mengenai tarif sewa, sehingga harga sewa seringkali 

ditentukan tanpa mempertimbangkan nilai pasar yang sebenarnya.  

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat hambatan bagi PT 

KAI (Persero) Daop VII Madiun dalam upaya pendayagunaan aset tetapnya. 

Salah satunya pada Eks Emplasemen Pare yang terletak di Kelurahan Pare, 

Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Aset PT KAI (Persero) di Eks 

Emplasemen Pare ini merupakan bekas Stasiun Pare yang sudah tidak 

beroperasi sebagai jalur kereta api sejak tahun 1981. Persoalan yang terjadi 

antara PT KAI (Persero) dengan masyarakat yaitu adanya penguasaan aset 

oleh masyarakat pada Eks Emplasemen Pare yang mempersoalkan terkait 

dengan kontrak bekas emplasemen kereta api yang terletak di Kelurahan 
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Pare. Penguasaan aset oleh masyarakat tersebut tidak sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 

1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau 

Kuasanya. Konflik yang terjadi ini tidak terlepas dari kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang konversi hak-hak barat sehingga 

masyarakat saat ini tidak memiliki hak atas tanah yang digunakan sebagai 

tempat tinggal. Termasuk pada komplek rumah dinas di bekas emplasemen 

pare terjadi  permasalahan penguasaan aset oleh masyarakat sejak 2014 

sampai sekarang yang berakibat pada tidak optimalnya BUMN dalam upaya 

pendayagunaan aset tetapnya. Pada komplek rumah dinas tersebut terdapat 

30 unit rumah dinas yang ditempati oleh masyarakat. Berbagai upaya telah 

dilakukan oleh PT KAI (Persero) dalam menertibkan permasalahan 

penguasaan aset oleh masyarakat setidaknya terdapat 1 unit rumah yang 

bersedia untuk membayar sewa kepada pihak PT KAI (Persero). 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih dalam 

tentang permasalahan yang terjadi di komplek rumah dinas pada Eks 

Emplasemen Pare dan mengetahui potensi kehilangan pendapatan sewa 

yang seharusnya menjadi nilai tambah perusahaan, dengan judul penelitian 

Problematika Penguasaan Aset PT KAI (Persero) Oleh Masyarakat Serta 

Potensi Kehilangan Pendapatan Sewa Tahunan (Studi di Komplek Rumah 

Dinas Eks Emplasemen Pare Kediri). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas bahwa peneliti ingin 

mengetahui bagaimana permasalahan penguasaan tanah yang terjadi di 

komplek rumah dinas pada Eks Emplasemen Pare yang sekarang ini 

digunakan oleh masyarakat tanpa perjanjian sewa dan untuk mengetahui 

potensi kehilangan pendapatan sewa tahunan yang didapatkan oleh PT 

Kereta Api Indonesia (Persero) atas permasalahan tersebut. Dengan 

demikian, permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana problematika penguasaan aset pada komplek rumah dinas 

milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Kelurahan Pare, Kecamatan 

Pare, Kabupaten Kediri? 

2. Berapa potensi kehilangan pendapatan sewa berdasarkan nilai pasar 

yang seharusnya diperoleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) akibat 

permasalahan penguasaan aset oleh masyarakat pada Komplek Rumah 

Dinas Eks Emplasemen Pare, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, 

Kabupaten Kediri? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui problematika pada aset milik PT KAI (Persero) di 

Komplek Rumah Dinas Eks Emplasemen Pare, Kelurahan Pare, 

Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. 

2. Mengetahui potensi kehilangan pendapatan sewa berdasarkan nilai 

pasar yang seharusnya diperoleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

akibat permasalahan penguasaan aset oleh masyarakat pada Komplek 

Rumah Dinas Eks Emplasemen Pare, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, 

Kabupaten Kediri. 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur akademis 

dalam bidang pertanahan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi 

penelitian ke depan mengenai permasalahan pertanahan yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero). 

Sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan pengetahuan akademik.  

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis bagi PT KAI (Persero) memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang terjadi 

dan mengetahui potensi kehilangan pendapatan sewa berdasarkan nilai 
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pasar yang seharusnya diperoleh PT KAI (Persero) akibat penguasaan 

tanah oleh masyarakat pada Komplek Rumah Dinas Eks Emplasemen 

Pare sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan data dalam 

penentuan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang. 

3. Manfaat sosial 

Memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat 

dan lingkungan sekitar lokasi aset PT KAI (Persero) tentang adanya 

peraturan yang mengatur penggunaan tanah negara dengan benar.  
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BAB VII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa, Konflik pertanahan antara Paguyuban Kampung 

Kongan melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan PT KAI 

(Persero) di Eks Emplasemen Pare disebabkan oleh kenaikan tarif sewa 

pada aset di Eks Emplasemen Pare pada tahun 2014 dan adanya upaya 

sertipikasi aset PT KAI (Persero) di Eks Emplasemen Pare. Hal tersebut 

menimbulkan penolakan masyarakat, sehingga masyarakat membentuk 

sebuah paguyuban yang Bernama Paguyuban Kampung Kongan.  

Paguyuban Kampung Kongan menggugat Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kediri dan PT KAI (Persero) ke PTUN Surabaya. PTUN 

Surabaya memutuskan untuk membatalkan lima sertipikat hak pakai yang 

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri. Menanggapi putusan 

PTUN Surabaya, PT KAI (Persero) mengajukan banding ke PT.TUN 

Surabaya dengan putusan menerima permohonan banding tersebut dan 

gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Masyarakat Paguyuban 

Kampung Kongan mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung. 

Putusan kasasi Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa keberadaan 

para penggugat di atas tanah objek sengketa digantungkan pada perjanjian 

sewa, hanya sebatas menempati sebagai penyewa untuk menempati rumah 

dan tanah, karena alasan tersebut para penggugat tidak mempunyai 

kepentingan terhadap penerbitan objek sengketa, sehingga para penggugat 

tidak mempunyai hak gugat (legal standing) terhadap tanah dan bangunan 

yang ditempatinya.  Menanggapi putusan tersebut masyarakat mengajukan, 

peninjauan kembali tetapi gugatan masyarakat ditolak karena dianggap 

tidak memiliki hak gugat (legal standing) sebagai penyewa.  

Permasalahan sewa pada aset PT KAI (Persero) menyebabkan 

kerugian secara materiil. terutama pada Komplek Rumah Dinas Eks 

Emplasemen Pare yang hampir semua aset dikuasai oleh masyarakat tanpa 
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adanya perjanjian sewa. Adapun total potensi kehilangan pendapatan sewa 

pada aset di kawasan rumah dinas yaitu sebesar Rp.363.240.000 (tiga ratus 

enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Nilai tersebut 

merupakan potensi kehilangan pendapatan PT KAI (Pesrero) akibat 

permasalahan sewa pada 27 unit rumah dinas di Eks Emplasemen Pare 

dalam jangka waktu satu tahun per tanggal dilakukan penilaian. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian terkait Problematika Penguasaan Aset 

PT KAI (Persero) Oleh Masyarakat Serta Potensi Kehilangan Pendapatan 

Sewa Tahunan (Studi di Komplek Rumah Dinas Eks Emplasemen Pare 

Kediri) ini terdapat beberapa saran dan masukan yang dapat peneliti berikan 

kepada berbagai pihak antara lain: 

1. Untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VII Madiun: 

a. Berdasarkan hasil penelitian pada Studi Kasus di Eks Emplasemen 

Pare, perlu adanya tahapan sosialisasi yang disampaikan dengan 

melibatkan kepala desa dan masyarakat untuk menampung segala 

masukan sehingga keputusan dapat diterima antara pihak pemilik 

tanah dan penyewa. Selain itu dalam menentukan nilai sewa perlu 

adanya peninjauan  nilai sewa yang sesuai berdasarkan kondisi pasar 

di wilayah tersebut.  

b. PT KAI (Persero) Daop VII Madiun perlu melakukan inventarisasi 

aset dan verifikasi terhadap seluruh aset tanah yang dimilikinya, 

termasuk riwayat kepemilikan, status hak, serta pihak-pihak yang 

menempati. Data ini perlu diperbaharui secara rutin dan didukung 

dengan sistem informasi geografis (SIG). Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui kondisi aset saat ini sehingga dapat dilakukan 

pengelompokan dalam menentukan kebijakan yang akan dilakukan 

apabila terdapat aset yang sedang bermasalah. Langkah ini dapat 

dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam upaya 

optimalisasi aset. 

 



91 
 

2. Untuk Peneliti Berikutnya 

Penelitian ini hanya berfokus pada konflik pertanahan antara 

masyarakat Kampung Kongan dan PT KAI (Persero) di wilayah Eks 

Emplasemen Pare serta perhitungan potensi kehilangan pendapatan 

sewa yang berada di kawasan rumah dinas saja. Oleh karena itu, peneliti 

selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan studi hingga 

mencakup seluruh wilayah Eks Emplasemen Pare. 
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